PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 44 TAHUN 1996
TENTANG

PEMBENTUKAN 9 (SEMBILAN) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT Il OGAN KOMERING ILIR, MUSI BANYUASIN, MUARA
ENIM DAN MUSI RAWASDALAM WILAYAH PROPINSI

Menimbang :

Mengingat

DAERAH TINGKAT | SUMATERA SELATAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume

kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat |1 Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, Muara Enim
dan di Kabupaten Daerah Tingkat Il Musi Rawas dalam wilayah
Propinss Daerah Tingkat | Sumatera Selatan, sehingga untuk
memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di  bidang
pemerintahan dan pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan
terhadap masyarakat, dipandang perlu membentuk Kecamatan baru di
wilayah Kabupaten Daerah tingkat |1 tersebut;

. bahwa sesual dengan ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5

Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah Di Daerah,
pembentukan Kecamatan harus ditetapkan dengan Peraturan

Pemerintah;

1. Pasal 5 ayat (2)Undang-undang Dasar 1945;

2. Undang-...



Menetapkan :
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2. Undang-undang Nomor 25Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat | Sumatera Selatan dan Undang-undang
Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara
Tahun 1955 Nomor 52) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara
Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);

. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-undang Nomor Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran
Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-undang Nomor Darurat
Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan
Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara
Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il
termasuk Kotaprgja, dalam lingkungan Daerah Tingkat | Sumatera
Selatan, sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Pemerintah Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PEMBENTUKAN 9 (SEMBILAN) KECAMATAN DI WILAYAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II OGAN KOMERING ILIR,
MUSI BANYUASIN, MUARA ENIM DAN MUSI RAWAS DALAM
WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT | SUMATERA
SELATAN.

Pasal 1...
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Pasal 1

(1) Membentuk Kecamatan Lempuing di wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat 11 Ogan Komering Ilir, yang meliputi wilayah:

a.  DesaTugumulyo;

b. DesaKotan Pandan;
c. DesaTulung Harapan;
d. DesaCahyatani;

e. DesaCahyabumi;

f.  DesaCahyamaju;

g. DesaBumi Agung;

h.  Desa Sumber Agung;
i. DesaTebing Suluh;
j. DesaBumiarjo;

k. DesaDabuk Reo;

. DesaMulya;

m. DesaKepayang;

n.  DesalLubuk Seberuk;
0. DesaSungai Belida;
p. DesaRantau Durian;
g. DesaTanjung Sari;

r. DesaMuaraBurnai.

(2) Wilayah...
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Wilayah Kecamatan Lempuing sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kota Kayu
Agung.

Dengan dibentuknya Kecamatan Lempuing, maka wilayah
Kecamatan Kota Kayu Agung dikurangi dengan wilayah
K ecamatan Lempuing sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 2

Membentuk Kecamatan Air Soughing di wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat 11 Ogan Komering Ilir, yang meliputi wilayah:

a  DesaKurt Mukti;
b. DesaTirtaMulya;
c. DesaSukaMulya;
d. DesaJadi Mulya;
e. DesaMargaTani;
f.  DesaBandar Jaya;
g. DesaMukti Jaya;
h. DesaSrijayaBaru;
I.  DesaNusantarg;

j. DesaNusakarsa;
k. DesaBanyu Biry;
|.  DesaBanguharjo;
m. Desa Sidoarahayu;
n.  DesaPanggungharjo;

0. DesaTimbulharjo;
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Desa Sidomakmur;
Desa Saptoharjo;
Desa Margomulyo;

Desa Sungai Batang.

(2) Wilayah Kecamatan Air Sugihan sebagaimana dimaksud ayat (1),

3)

D)

semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Pampangan.

Dengan dibentuknya Kecamatan Air Sugihan, maka wilayah

Kecamatan Pampangan dikurangi dengan wilayah Kecamatan Air

Sugihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

Membentuk Kecamatan Makarti Jaya di wilayah Kabupaten Daerah

Tingkat Il Musi Banyuasin, yang meliputi wilayah:

a

b.

Desa Makarti Jaya;
Desa Tirta Kencang;
Desa Pendowo Harjo;
Desa Saleh Mulya;
Desa Saleh Mukti;
Desa Saleh Agung;
Desa Saleh Jaya;
Desa Upang;

Desa Delta Upang;

Desa Pangestu.

(2)

Wilayah...
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(2) Wilayah Kecamatan Makarti Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Banyuasin
.

(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Makarti Jaya, maka wilayah
Kecamatan Banyuasin |l dikurangi dengan wilayah Kecamatan
Makarti Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

(1) Membentuk Kecamatan Sungai Keruh di wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat || Musi Banyuasin, yang meliputi wilayah:

a.  DesaTebing Bulang;
b. Desalirak;

c. DesaPagar Kaya;

d. DesaTaang Mandung;
e. DesaKertgaya;

f. DesaRantau Sialang;
g. DesaGgah Mati;

h. DesaSindang Marga;
i. DesaKertayu;

j.  DesaSukaldli;

k. DesaSunga Dug;

|. DesaSetiaJaya.

(2) Wilayah Kecamatan Sungai Keruh sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan
Kekayu.

(3 Dengan...
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Dengan dibentuknya Kecamatan Sungai Keruh, maka wilayah
Kecamatan Sekayu dikurangi dengan wilayah Kecamatan Sungai
Keruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

Membentuk Kecamatan Betung di wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat Il Musi Banyuasin, yang meliputi wilayah:

a  DesaBetung;

b. DesaBengkuang;

c. DesaTanjung Laut;
d. DesaSedang;

e. DesaTaang Ipuh;
f.  DesaBukit;

g. DesaSri Kembang;
h. DesalLubuk Karet;
I.  DesaDurian Daun;
j.  Desalubuk Lancang;
k. DesaPulau Rgjak;
I.  DesaAir Senggeris,
m. DesaRimba Terap;
n. DesaBiyuku.

Wilayah Kecamatan Betung sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Banyuasin 11.

Pasal 6...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

8

Pasal 6

(1) Membentuk Kecamatan Rantau Bayur di wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat 1| Musi Banyuasin, yang meliputi wilayah:

a. DesaTebing Abang;
b. DesaRantau Bayur;
c. DesaTanjung Tiga;
d. DesaTanjung Pasir;
e. DesaMuaraAbab;

f. DesaPeldas,

g. DesaPagar Bulan,

h. Desalebong;

i.  Desalubuk Rengas;
j.  DesaTanjung Menang;
k. DesaSgagung;

|. DesaKemang Begau;
m. DesaSrijaya;

n. DesaSunga Pinang;
0. DesaSementul.

(2) Wilayah Kecamatan Rantau Bayur sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan

Banyuasin I1.

Pasal 7...
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Pasal 7

Dengan dibentuknya Kecamatan Betung dan Kecamatan Rantau Bayur,
maka wilayah Kecamatan Banyuasin Il dikurangi Kecamatan Betung,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan wilayah Kecamatan
Rantau Bayur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Pasal 8

(1) Membentuk Kecamatan Sanga Desa di wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat Il Musi Banyuasin, yang meliputi wilayah:

a  DesaNgulak I;

b. DesaNgulak Il;

c. DesaNgulak Ill;

d. DesaPenggage;

e. Desadudl;

f. Desadudll;

g. DesaAirBaui;

h. DesaAir Baui;

i. DesaNganti;

j.  DesaUlak Embacang;
k. DesaTerusan,

. DesaKemang;

m. DesaTanjung Raya;

n. DesaAir ltam;
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0. DesaKebanl;
p. DesaKebanll.

Wilayah Kecamatan Sanga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Babat

Toman.

Dengan dibentuknya Kecamatan Sanga Desa, maka wilayah
Kecamatan Babat Toman dikurangi dengan wilayah Kecamatan

Sanga Desa sebagai mana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

Membentuk Kecamatan Lawang Kidul di wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat 1| Muara Enim, yang meliputi wilayah:

a.  Kelurahan Pasar Tanjung Enim;
b. Keurahan Tanjung Enim Selatan;
c. Kelurahan Tanjung Enim;

d. Desalingga;

e. DesaTegdrgo;

f.  DesaKeban Agung;

g. DesaDarmo.

Wilayah Kecamatan Lawang Kidul sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan
Tanjung Agung.

Dengan dibentuknya Kecamatan Lawang Kidul, maka wilayah
Kecamatan Tanjung Agung dikurangi dengan wilayah Kecamatan

Lawang Kidul sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10...
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Pasal 10

(1) Membentuk Kecamatan Megang Sakti di wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat || Musi Rawas, yang meliputi wilayah:

a.  DesaMegang Sakti I;
b. DesaMegang Sakti Il;
c. DesaMegang Sakti Ill;
d. DesaMegang Sakti 1V;
e. DesaMegang Sakti V;
f.  DesaWonosari;

g. DesaSumbergjo;

h. DesaJgaran Bary;

i. DesaPagar Ayu;

B Desa Muara Megang;
k. DesaMargaPuspita;

. DesaTega Sari;

m. Desa Campuran Sari;
n. DesaMekar Sari;

0. DesaKaryaMulya;

p. DesaRegosari.

(2) Wilayah Kecamatan Megang Sakti sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Muara
Lakitan.

(3 Dengan...
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Dengan dibentuknya Kecamatan Megang Sakti, maka wilayah
Kecamatan Muara Lakitan dikurangi dengan wilayah Kecamatan

Megang Sakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

Pusat Pemerintahan Kecamatan Lempuing sebagaimana dimaksud
dalam asal 1 ayat (1), berada di Desa Tugumulya.

Pusat Pemerintahan Kecamatan Air Sugihan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1), berada di Desa Kerta Mukti.

Pusat Pemerintahan Kecamatan Makarti Jaya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), berada di Desa Makarti Jaya.

Pusat Pemerintahan Kecamatan Sungai Keruh sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berada di Desa Tebing Bulang.

Pusat Pemerintahan Kecamatan Betung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1), berada di Desa Betung.

Pusat Pemerintahan K ecamatan Rantau Bayur
sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), berada di Desa
Tebing.

Pusat Pemerintahan Kecamatan Sanga Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (1), berada di Desa Ngulak 1.

Pusat Pemerintahan Kecamatan Lawang Kidul sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), berada di kelurahan Pasar Tanjung

Enim.

Pusat Pemerintahan Kecamatan Megang Sakti sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), berada di Desa Megang Sakti |.

Pasal 12...
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Pasal 12

Batas wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1),
Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6
ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 10 ayat (1),
dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 13

Pemecahan, penyatuan, penghapusan, serta perubahan nama dan batas
Desa/Kelurahan dalam Kecamatan-kecamatan yang ditetapkan dalam
Peraturan Pemerintah ini sepanjang tidak mengakibatkan perubahan batas
wilayah Kecamatan, diatur dengan Peraturan Pemerintah Daerah sesual
pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 14

(1) Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh
Menteri Dalam Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

(2) Segda.
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Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat dari
pembentukan 9 (sembilan) Kecamatan sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Gubernur Kepala
Daerah Tingkat | Sumatera Selatan sesual dengan peraturan
perundang-undangan dan dengan memperhitungkan kemampuan
keuangan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah Tingkat |
Sumatera Selatan.

Pasal 15

Segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur

tentang pembentukan dan perubahan batas Kecamatan dalam wilayah

Daerah Tingkat | Sumatera Selatan yang tidak sesuai dengan ketentuan
dalam Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.

Agar...
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Agar setigp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 4 Juli 1996
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

padatanggal 4 Juli 1996

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MOERDIONO



